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 Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan 
konsep syariah yang jauh dari riba (bunga), ini menyebabkan banyaknya peminat 
dikalangan masyarakat khususnya kelas menengah kebawah, dengan persyaratan 
yang dipenuhi relatif mudah serta pengoperasionalan yang cepat. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik gadai 
emas PT. Pegadaian Syariah cabang Makassar dan bagaimana pandangan ekonomi 
islam terhadap praktik gadai emas tersebut. 
Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer (yang diperoleh 
melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak informan) dan data 
sekunder (yang diperoleh melalui literatur-literatur yang membahas tentang 
pegadaian syariah, baik dalam bentuk buku, jurnal,dan website). 
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
praktik gadai emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar telah 
sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, namun masih terdapat permasalahan adanya 
sifat yang belum terpenuhi yaitu sisi transparansi atau keterbukaan dalam pemberian 
keseluruhan pinjaman, selain itu dari sisi pendidikan pegawai pegadaian yang kurang 
memahami masalah pembiayaan rahn yang mempengaruhi pelaksanaan gadai emas 
di pegadaian syariah cabang sentral makassar dalam hal pemberian informasi kepada 
rahin. 
 









A. Latar Belakang 
Dewasa ini pegadaian telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini 
dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk islam, dan kiranya 
sebagai pemeluk islam, kita harus bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat islam, 
termasuk mempergunakan jasa gadai yang sesuai dengan syariah, muamalah dalam 
konteks ini mempunyai peran penting guna untuk mengatur segala yang berhubungan 
dengan aktivitas transaksi. Hal ini merupakan kebutuhan umat islam, maka muncul 
dan mulai berkembanglah gadai syari’ah, yang mana lembaga ini juga merupakan 
unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian.1 
Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 
dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian disamping unit layanan 
konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian 
musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 
015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal 
(pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah di seluruh Indonesia, 
sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha 
 
1Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
institusionalisasi, h. 116.  
pegadaian (asset value), mulai dari SDM/pegawai, manajemen, dan operasional 
pegadaian.2 
Salah satu pegadaian syariah yang beroperasi aktif di Indonesia yaitu PT 
Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Sebagai lembaga 
keuangan syariah, tentunya pegadaian syariah memiliki produk-produk yang 
ditawarkan pada masyarakat yaitu arrum haji, multi pembayaran online, konsiyasi 
emas, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah, rahn, rahn hasan, rahn tasjily 
tanah dan gadai syariah.3Salah satu produk yang diminati oleh nasabah yaitu gadai 
syariah, dimana barang jaminan yang dapat dicairkan berupa perhiasan/ emas, 
elektronik ataupun kendaraan bermotor. Namun nasabah lebih dominan 
menggadaikan perhiasan/ emas yang dimiliki.  
Pada dasarnya Islam memperbolehkan semua aktivitas muamalah selama 
tidak adanya dalil ayat maupun hadis yang melarangnya. Mengenai aktivitas gadai 
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2)/ 283:4 
                              
                                  
                    
 
2Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
institusionalisasi, h. 5. 
3Pegadaian Syariah, https://pegadaiansyariah.co.id/alamat?search=makassar(diakses pada 
tanggal 23 Mei 2019). 
4Departemen Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 
2010), h.49.  
Terjemahan: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya akad ijab qabul itu sangat diperlukan 
dalam bermuamalah dengan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan 
menghindari adanya sisi ketidakjelasan. Dalam ekonomi islam perlunya prinsip yang 
diterapkan, baik dari segi kejujuran, adil, ataupun yang lainnya. Landasan ekonomi 
belum lengkap tanpa adanya dukungan dari fatwa MUI, hal ini dapat kita kaitkan 
dengan fatwa yang menghubungkan transaksi gadai yaitu fatwa MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang gadai.  
Fungsi dari adanya produk gadai di PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian 
Syariah Sentral Makassar, nasabah berharap dapat dengan mudah memperoleh dana 
yang dibutuhkan serta melalui proses yang tetap berlandaskan pada syari’at. Unit 
pegadaian syariah sentral makassar berada di bawah pengawasan DPS (Dewan 
Pengawas Syariah) diharapkan tidak keluar dari aturan syariat yang telah ditetapkan 
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tersebut sehingga 
akan memperoleh kepercayaan penuh dari nasabah.Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka penulis bermaksud untuk mengetahui praktik gadai emas yang saat ini 
dilaksanakan terutama dilihat dari segi  
ekonomi islam, agar pegadaian syariah yang ada saat ini berjalan sesuai dengan 
tujuan pokoknya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Tinjauan ekonomi islam 
terhadap praktik gadai emasdi PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral 
Makassar”.  
B. Rumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat 
suatu rumusan masalah pokok untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian.   
1. Bagaimana mekanisme praktik gadai emas di PT Pegadaian Persero Unit 
Pegadaian Syariah Sentral Makassar? 
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik gadai emas di PT 
Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik gadai emas 
di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar”. 
Penelitian ini perlu adanya fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk 
menjaga tetap terarah, di samping itu untuk menyamakan persepsi terhadap istilah 
yang digunakan dalam skripsi ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam 
memahami setiap fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Adapun yang menjadi 
fokus penelitian adalah sebagai berikut:  
a. Praktik gadai emas di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral 
Makassar, yang meliputi syarat pengajuan gadai serta sistem operasional 
gadai emasnya. 
b. Pandangan ekonomi islam terhadap praktik gadai emas di PT. Pegadaian 
Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar.  
2. Deskripsi Fokus 
Deskripsi fokus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap 
fokus pembahasan dalam penelitian skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman 
(mis-understanding) terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan maka yang 
perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa deskripsi fokus yang 
tercakup dalam judul skripsi. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian fokus pada objek 
kajian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.Deskripsi fokus dalam penelitian 
sebagai berikut: 
1. Gadai merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas 
utang piutang. Dalam hal ini ada beberapa praduk gadai yang ditawarkan, 
tetapi dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada gadai emas yaitu 
bagaimana sistematika praktik gadai emasyang dijalankan.  
2. Ekonomi islam dalam penelitian ini memiliki peran dalam mengkaji 
bagaimana praktik yang dilakukan. Kajian ini sangat diperlukan untuk diteliti 
agar praktik gadai yang telah diterapkan tidak menyalahi aturan syariat 
agama.  
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. 
Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian 
lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan 
penelitian dengan bacaan yang ada, mengisi celah-celah dalam penelitian 
sebelumnya, dan menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi 
penelitian yang sudah pernah dilakukan.  
Berdasarkan dengan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek 
penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah mahasiswa berupa 
skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya:  
1. Widya Febryari Anita, dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai 
Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang”, dan hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa, nasabah dominan menggadaikan emasnya di 
pegadaian syariah karena dengan alasan proses menggadaikannya itu mudah, 
cepat, dan aman. Sehingga tidak memberatkan pinjaman bagi nasabah. Dari 
alasan tersebut dapat dikatakan juga bahwa pegadaian merupakan suatu 
lembaga yang mempermudah nasabah dalam melakukan pinjaman, namun 
diperlukan juga sikap yang teliti.5   
2. Rachmad Saleh Nasution, dengan judul “Sistem Operasional Pegadaian 
Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) 
 
5Widya Febryari Anita, Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah 
cabang karawang, Jurnal Buana, Vol 3, No 1 (2018).   
Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan)”, dan hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan 
tentang rahn dan akad secara umum, agar dalam bertransaksi benar-benar 
full syar’i dan keuntungan yang didapat sah serta halal. Dengan begitu 
keberkahan insyaallah akan diperoleh dan dirasakan oleh semua tanpa ada 
keragu-raguan dalam menjalankan praktek pegadaian.6 
3. Robiatul Auliyah, dengan judul “Mengurai Potret Pembiayaan Rahn”, dan 
hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, sistem pembiayaan yang 
dilakukan disalah satu pegadaian di Bangkalan telah memenuhi syarat dari 
segi prosedur ketentuan ataupun ketetapan fatwa MUI.7 
Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 
No Penelitian 
1 Nama     :  Widya Febryari Anita 
Judul       : Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah 
Cabang Karawang 
Persamaan Sama-sama meneliti tentang Gadai Emas 
 Perbedaan   1. Penelitian widya berfokus pada tanggapan masyarakat 
terhadap gadai emas di pegadaian syariah cabang 
 
6Rachmad Saleh Nasution, Sistem Oerasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-
Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan, Jurnal,Al-Tijary 
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, 2016.  
7Robiatul Auliyah, Mengurai Potret Pembiayaan Rahn, Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, Vol 10, 
No 2, (2016).    
karawang, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana 
pandangan ekonomi islam terhadap praktik gadai emas 
di Pegadaian Syariah cabang Sentral Makassar 
2. Lokasi Penelitian 
2. Nama     : Rachmad Saleh Nasution 
Judul     : Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-
Baqarah 283 pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan 
Persamaan Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan gadai syariah 
Perbedaan 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad membahas 
tentang sistem operasional gadai syariah berdasarkan 
surah Al-Baqarah 283. Sedangkan penelitian ini 
membahas pelaksanaan gadai berdasarkan Fatwa MUI 
secara keseluruhan. 
2. Lokasi penelitian 
3 Nama      : Robiatul Auliyah 
Judul       : Mengurai Potret Pembiayaan Rahn 
 Persamaan Hasil penelitian tersebut sama-sama memenuhi syarat 
Fatwa MUI mengenai ketentuan praktik rahn, begitu juga 
penelitian ini 
 Perbedaan Walaupun terdapat kesamaan, perbedaan penelitian 
tersebut terletak pada faktor pemahaman pegawai tentang 
produk pembiayaan.  Dalam penelitian penulis, pendidikan 
pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan.  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik gadai di Unit Pegadaian 
Syariah Sentral Makassar. 
b. Untuk mengetahui peran ekonomi islam didalam praktik gadai emas di Unit 
Pegadaian Syariah Sentral Makassar.  
2. Kegunaan penelitian  
Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:  
a. Manfaat Teoritis  
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan 
dengan mekanisme praktik gadai. 
2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai refrensi untuk kegiatan penelitian yang 
sejenis pada waktu yang akan datang. 
b. Manfaat Praktis  
Dari segi manfaat praktisnya, diharapkan kepada para Unit Pegadaian 
khususnya yang berlabel Syariah untuk dapat mengaplikasikan sistem operasional 
praktik gadai emas secara benar yang tidak terlepas dari sifat-sifat ekonomi syariah, 















BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Trust Theory 
Trust Theory atau teori kepercayaan adalah teori yang dikemukakan oleh 
Singh dan Sindermukh 2002 teori ini sebagai salah satu hal mendasar dan penting 
dalam dunia bisnis. Menurut Singh dan Sirdesmukh, kepercayaan dianggap sebagai 
dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang.8Kepercayaan 
merupakan suatu faktor penting yang dapat mengatasi kesulitan antar pihak yang 
pada akhirnya akan mengantarkan hubungan jangka panjang antar organisasi. 
Kepercayaan adalah konsep multidimensional yang dapat dipelajari dari 
berbagai sudut pandang disiplin ilmu, termasuk psikologis sosial, sosiologi, ekonomi 
dan pemasaran.Kepercayaan ini menjadi pondasi utama dalam dunia bisnis, 
membangun sebuah kepercayaan dalam hubungan jangka panjang antar dua pihak 
atau lebih adalah faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman, rasa saling 
percaya dan loyalitas.9 
B. Konsep Muamalah 
Sebagai ideologi yang menjadi asas atas pengaruh berpikir bagi umat 
penganutnya, agama islam menyusun konsep dengan sistemnya yang mampu 
 
8Hatane Semuel, Customer Relationship Marketing Pengaruhnya terhadap Kepercayaan dan 
Loyalitas Perbankan Nasional, Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol 7, No 1, April 2012.  
9A.Haekal, Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi risiko terhadap minat membeli secara online 
pada pengunjung websiteclassifieds di Inonesia, Journal of Bussiness Management and 
enterprenuership Education, Volume 1, No. 1, April 2016, h.185.  
menyentuh sisi-sisi kehidupan duniawi. Seorang muslim yang baik adalah muslim 
yang mengamalkan secara utuh dan berimbang atas ajaran yang terkandung dalam 
agama islam. Seorang muslim akan memiliki arti penting dalam kehidupan jika ia 
memiliki perhatian yang cukup terhadap urusan muamalah serta menjunjung etika 
dan moral. Hal itu dilakukan atas dasar akidah, etika, dan akhlak yang baik. 
Muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 
untuk mendapatkan sesuatu. Pembagian muamalah ada dua macam,sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Al-Fikri yaitu dalam cakupan luas dan dalam cakupan 
sempit, dalam arti luas (Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah) muamalah 
merupakan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan 
duniawi. Sedangkan dalam arti sempit (Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Madiyah) 
muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam 
kaitan memperoleh dan mengembalikan harta.10 
C. Konsep Rahn  
Secara umum, pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang 
berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang 
dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan 
lembaga gadai.11 Sedangkan darisegi ekonomiislam, konsep rahn adalah menahan 
 
10Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h.4.   
11Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainny, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015), h. 
231.   
sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi. Adapun 
sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan haruslah memiliki nilai. 
Gadai dalam kegiatan ekonomi membahas perilaku umat manusia yang 
berkaitan secara langsungdengan usaha mendapatkkan uang.Kegiatan tersebut 
dilakukan karena didorong oleh kebutuhan serta atas keinginan-keinginan.12 
Sementara itu tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara individu tanpa 
bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia, manusia membutuhkan kerja sama 
ekonomi. Untuk  menjamin ketertiban kerja sama bisnis dimaksud, diperlukan 
sumber ajaran islam yang pasti serta prinsip-prinsip yang kokoh.  
Adapun pengertian rahn secara terminologi didefinisikan beberapa ulama 
fiqih sebagai berikut:13 
1. Ulama Malikiyah, “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan 
utang yang bersifat mengikat.” 
2. Ulama Hanafiyah, “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak 
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, 
baik seluruhnya maupun sebagainya.” 
 
12Heri Junaidi dan Cholidi zainuddin, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam: sebuah kajian awal, 
jurnal Muamalah, Vol. 3, No. 1 Juni (2017), h.4.  
13Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012), h. 
279.   
3. Ulama Syafi’iyah, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang 
yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak 
bisa membayar utangnya.” 
4. Ulama Hanabilah, “Harta yang dijadikan jaminan utang dan dapat 
dijadikan sebagai pembayar utang jika penghutang gagal membayar 
utangnya kepada pemiutang.” 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi rahn adalah suatu akad 
utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta, sehingga 
orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dan hal ini memberikan peran 
penting dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia dengan berpegang pada 
syariat agama islam.14 
1. Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn) 
Landasan hukum gadai syariah (rahn) menurut islam sebagaimana 
disyariatkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, Sebagai berikut : 
1. Ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah 
QS. Al-Baqarah (2)/283:15 
 
14Arif Effendi, “Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Wahana 
Akademika, Vol.15 No.1, April (2013), h. 29. 
15Departemen Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit 
Diponegoro, 2010), h.49.  
                                 
                                   
               
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
Ijab qabul dalam suatu transaksi sangat dibutuhkan guna untuk menghindari 
adanya kesalahfahaman atau ketidaktransparansi. Hal ini juga dikemukakan oleh M. 
Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan 
Konsep-Konsep Kunci, bahwasanya dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah 
bukan hanya kreditur, tetapi juga debiturnya. Kedua belah pihak, dalam syariat 
muamalah harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji serta 
mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.16 Dalam As-Sunnah dibolehkan 
mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis. 
 
16Muhammad Jawis Samak, “Amanah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur’an 
Al-Azim Karya Ibnu Katsir), Skripsi Jurusan Ilmu Al-qur’an Dan Tafsir Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, h.2.  
 Adapula pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, bahwabarang 
tanggungan (jaminan) yang dipegang ini diperhitungkan sebagaimana yang dijelaskan 
al-qur’an sehingga tidak sah barang jaminan ini apabila belum dipegang oleh pihak 
kedua.Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa pemberian jaminan itu sah dengan 
adanya ijab dan qabul meski barang tersebut tidak atau belum diserahkan kepada 
pihak kedua.17 Sehinggan dari bacaan ayat diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya 
diperbolehkan atas kalian menggadaikan barang jaminan baik dalam keadaan safar 
ataupun tidak, dengan syarat telah terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak.  
 Isi kandungan ayat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kita boleh 
melakukan transaksi gadai baik dalam keadaan safar ataupun tidak. Pada intinya 
apabila kita ingin melakukan kegiatan utang piutang diharuskan ada saksi atau orang 
yang menuliskannya dan dapat dipercayainya, dikarenakan supaya tidak ada 
kesalahfahaman diantara mereka. Dan hendakalah orang yang dipercayainya itu 
berlaku jujur atas apa yang telah dituliskannya, karena pada dasarnya Allah 
senantiasa mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. 
2. Al-Hadist 
a) Hadist yang dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah, yaitu: 
ٍّ ِإ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم اْشتََرى َطعَاًما ِمْن يَُهوِدي  ُ َعْنَها أَنه النهبِيه َصلهى َّللاه لَى أََجلٍّ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َّللاه
 َوَرَهنَهُ ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍّ 
 
17Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Jakarta : Prenadamedia Group,2010), h.274.  
Artinya: “Aisyah r.a berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan 
dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi beliau”.18 
b) Begitu juga pada hadist lain Anas r.a, yaitu:  
يَُهوِدى ٍ ، ِدْرًعا لَهُ بِاْلَمِدينَِة ِعْنَد  –صلى هللا عليه وسلم  –قال : لَقَْد َرَهَن النَّبِىُّ  –رضى هللا عنه  –َعْن أَنٍَس 
 َوأََخذَ ِمْنهُ َشِعيًرا ألَْهِلهِ 
Artinya:  
“ Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya 
di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari 
orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau”.  
 
Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn, dan juga 
landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-
MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.19 
2. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Rahn 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat 
yang mewadahi para ulama, zu’ama dan cendekiawan islam di Indonesia untuk 
membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. 
Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan 
dnegan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.20 
 
18Rozalinda,Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.253.  
19Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Jakarta : Prenadamedia Group,2010), h.278.   
20https://mui.or.id/sejarah-mui. (diakses tanggal 5 Oktober 2019).   
Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional di tahun 1999, DSN telah 
mengeluarkan sekitar 53 fatwa tentang ekonomi syaiah.Dua diantaranya dijadikan 
dasar hukum di Indonesia tentang gadai syariah, yaitu fatwa DSN-MUI No.25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn dan mengenai Rahn Emas adalah fatwa DSN-MUI 
No.26/DSN-MUI/III/2002.Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut:21 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizinRahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya.  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun tidak dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun 
a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
 
21Sutan Ramy Sjahdeini, Perbankan Syariah,(Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 365-
366.  
b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin.  
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah 
Nasional/BASYARNAS).22 
Pada masa sekarang, lazimnya masyarakat menjadikan emas sebagai objek 
rahn untuk jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Kemudian Majelis 
Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.23 Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip 
Rahn yang diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/111/2002 tentang 
Rahn. Kemudian, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) pada gadai emas 
 
22Abdul Ghofur Ansori, Gadai Syariah di Indonesia, h.138. 
23Rozalinda,Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 266.  
ditanggung oleh penggadai (rahin) yang besarnya didaarkan pada pengeluaran yang 
nyata.24 
Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menentukan 
hal-hal sebagai berikut:25 
1. Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang 
rahn). 
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh 
penggadai (rahin). 
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada 
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.  
Ketentuan dalam sistem ekonomi islam di Indonesia, posisi atau kedudukan 
fatwa MUI itu disetarakan dengan landasan kegiatan. Sehingga kedudukan fatwa 
dalam kehidupan umat islam bukan hanya sebagai landasan atas sesuatu, melainkan 




24Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 
25Sutan Ramy Sjahdeini, Perbankan Syariah, h. 366.  
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah  
Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun 
gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:26 
1. Ar-rahin (orang yang menggadaikan), Orang yang telah dewasa, berakal, 
bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. 
2. Al-murtahin (orang yang menerima gadai), Orang, bank, atau lembaga 
yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan 
barang (gadai). 
3. Al-marhun / rahn  (barang yang digadaikan), Marhun atau al-marhun 
marupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat 
sebagai berikut:27 
a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan. 
b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah. 
c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. 
d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain. 
e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa 
tempat. 
f) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. 
4. Al-marhun bih (utang), Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada 
rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. 
 
26Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogyakarta : Ekosiana, 2013), h. 175.  
27Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Preniada Media Group, 2011), h.211.  
5. Sighat, Ijab dan Qabul, Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam 
melakukan transaksi gadai.  
Sedangkan menurut Zuhaili mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah:  
1. Sighat akad (ijab qabul) 
2. Aqid (penggadai dan penerima gadai) 
3. Marhun (barang gadaian) 
4. Marhun bih (hutang) 
Tanpa rukun dan syarat yang benar, maka proses gadai dikatakan tidak benar, 
karena sahnya barang gadai itu harus memenuhi prosedur dari rukun dan syarat. 
4. Tujuan dan Manfaat Gadai Syariah 
Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang 
sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga 
yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan 
jaminan barang-barang berharga.28 
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai 
berikut:29 
 
28Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), h. 
281.  
29Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 
2009), h. 394.  
1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan 
program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar 
hukum gadai.  
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar 
lainnya.  
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring 
pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi 
dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga. 
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat  
mudah.  
Adapun manfaat Pegadaian Syariah , antara lain sebagai berikut:30 
 
a. Bagi nasabah 
Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam 
waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di 
samping itu, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat 
dipercaya. 
b. Bagi perusahaan pegadaian: 
 
30Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, h. 283.  
1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 
peminjam dana. 
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah 
memperoleh jasa tertentu. 
3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang 
pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang 
memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana. 
4. Berdasarkan PP No.10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: 
(1) dana pembangunan semesta (55%), (2) cadangan umum (20%), (3) 
cadangan tujuan (5%), (4) dana sosial (20%).   
5. Berakhirnya Akad Gadai 
Akad Rahn berakhir karena beberapa hal:31 
1. Marhun diserahkan kembali kepada rahin sebagai pemilik barang. Rahn 
merupakan akad penguat dari akad utang piutang. Bila marhun diserahkan 
kembali kepada rahin, maka akad rahn berakhir. 
2. Rahin  melunasi utangnya. Apabila rahin melunasi utang kepada marhun bih 
maka akad rahn berakhir. 
3. Penjualan marhun. Apabila marhun dijual paksa (lelang) berdasarkan 
keputusan hakim maka akad rahn berakhir. 
4. Murtahin melakukan pengalihan utang rahin kepada pihak lain (hiwalah). 
 
31Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 268-269.   
5. Rahin atau Murtahin meninggal dunia atau rahin bangkrut (pailit) sebelum 
marhun diserahkan kepada rahin dan utang dilunasi.  
6. Murtahin membatalkan akad rahn walaupun tanpa persetujuan rahin, 
dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari murtahin. 
7. Marhun rusak atau binasa. Marhun hakikatnya adalah amanah yang diberikan 
kepada murtahin bukan dhamanah kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, 
demikian menurut jumhur ulama. 
8. Marhun disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain 
atas izin pemilik barang.  
Apabila barang telah diambil sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui 
diawal maka transaksi gadai dapat dikatakan berakhir. 
6. Operasional Gadai Syariah 
Dalam hal penaksiran, besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang 
diberikan kepada nasabahtergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. 
Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir 
untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. 
Adapun mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai 
berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian 
menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Nah, akibat yang timbul 
dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi 
tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.32Dalam 
operasional, gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan 
akad Ijarah.Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri.33 
7. Pemanfaatan Barang Gadai 
 Biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang diagunkan adalah milik orang 
yang menggadaikan (rahin), sedangkan penerima barang (murtahin) tidak boleh 
mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut karena barang itu bukan miliknya 
secara penuh.Penerima barang agunan hanya sebagai jaminan piutang, dan apabila 
orang yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, maka pihak (murtahin) boleh 
menjual atau melelang barang tersebut untuk melunasi piutangnya.34 
Adapun pendapat dari beberapa madzhab diantaranya sebagai berikut:   
Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali penerimaan gadai boleh 
memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena 
pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk 
menggunakan hak miliknya. 
 
32Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), h.171-172. 
33Iwan Setiawan, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi 
Islam, Jurnal Al-Daulah: Jurnal hukum dan perundingan islam, Volume 6, Nomor 1, April 2016, h. 
192.   
34Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), h.175-176. 
Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik bahwa manfaat barang jaminan 
secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang.Hal ini sesuai dengan 
hadist yang dijadikan sebagai alasan kedua imam tersebut. Dari Abu Hurairah dari 
Rasulullah saw bersabda, “gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya, dari 
manfaat barang itu, kaidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung 
jawabkan segala resikonya”.35 
8. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional 
Persamaan gadai (Hukum Perdata) dengan Rahn (hukum islam) adalah 
sebagai berikut:36 
1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. 
2. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang. 
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. 
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung pemberi gadai. 
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan 
boleh dijual atau dilelang.  
Perbedaan gadai (konvensional) dengan Rahn (ekonomiislam) adalah 
sebagai berikut:37 
a. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong 
tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut pegadaian umum disamping 
 
35Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 261-262. 
36Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta,2011), h. 78.   
37Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: 
Ekonisia,2013), h. 181.   
berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik 
bunga atau sewa modal. 
b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak 
sedangkan gadai umum, gadai berlaku pada seluruh benda, baik harus yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak (elektronik dan kendaraan). 
c. Syariah atau konvensionalnya suatu lembaga pegadaian berada disatu lingkup 
yaitu perum pegadaian. Namun, dengan aplikasi yang berbeda.  
 Dari perbedaan dan persamaan dapat kita telaah hal yang baik, yang dapat kita 
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jikalau diperlukan. 
D. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam  
Proses kegiatan bisnis, landasan bukan satu-satunya acuan yang dilihat, 
namun perlunya kajian atau nilai prinsip yang didalamnya. Sepanjang pengkajian 
penulis, ada beberapa prinsip ekonomi islam yang diperlukan. Diantaranya sebagai 
berikut:38 
1. Prinsip Keadilan  
Adil dan rasa keadilan merupakan sebuah prinsip utama dalam islam, prinsip 
keadilan dalam kegiatan ekonomi terkandung dalam bberapa sub-sub prinsip, 
diantaranya: keadilan dalam persaudaraan, keadilan ekonomi, keadilan dalam 
distribusi.  
 
38Heri Junaidi dan Cholidi zainuddin, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam: sebuah kajian awal, 
jurnal Muamalah, Vol. 3, No. 1 Juni (2017), h.5-10.  
2. Prinsip pemberdayaan dan peningkatan  
Kegiatan ekonomi islam dilakukan guna untuk membawa kemashlahatan bagi 
masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan dalam ekonomi ini dapat terdistribusi sesuai 
dengan proporsinya.  
3. Prinsip Kepercayaan  
Prinsip ini perlu dibangun, karena tanpa kepercayaan pasti ada sifat keragu-
raguan yang muncul.Dan perilaku ini sangat dtidak dibenarkan dalam kegiatan 
muamalah. Ekonomi islam sangat menghindari sifat MAGHRIB (riba, gharar, dan 











A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian   
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan suatu keadaan atau 
fenomena-fenomena apa adanya.39 Dan disebut penelitian kualitatif, karena sumber 
data utama penelitian ini adalah berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 
yang diamati.40Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam konteks ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai sistem operasionalan praktik gadai emas yang 
dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Penelitian ini dipilih oleh 
peneliti karena dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.  
2. Lokasi Penelitian  
Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian pada penelitian ini 
dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar tepatnya di jalan Samalona 




39Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.82.   
40Wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19.   
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
fenomenologi, fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian kualitatif, metode ini memposisikan manusia sebagai subjek 
penelitian bukan sebagai objek penelitian. Metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada dimasyarakat 
dan mengungkap makna yang terkandung didalamnya.41 
C. Sumber Data Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan 
pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu data primer dan sekunder. Adapun 
sumber data yang dimaksud adalah: 
1. Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya,42 dengan cara menanyakan sesuatu atau yang 
disebut dengan wawancara. Hasil wawancara dalam penelitian ini berupa informasi 
yang didapatkan dari informan terpilih.  
2. Data Sekunder  
Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil 
langsung dari informan tetapi melalui dokumen atau buku-buku, hasil-hasil penelitian 
 
41Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.95.  
42Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skirpsi dan Tesis Bisnis, Ed. 2, Cet. 13, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 42.   
yang berwujud laporan, jurnal, artikel, sebagai penambah rincian spesifik lainnya, 
dan intervensi-intervensi tertentu, dokumen tersebut berupa Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn.  
D. Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka 
metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu :  
1. Kajian Pustaka (Library research), yang dilakukan untuk mencapai 
pemahaman yang komperhensif tentang konsep-konsep yang akan dikaji. Bahan yang 
digunakan untuk kajian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan, jurnal-jurnal serta beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah yang 
penulis lakukan yang berkaitan dengan pegadaian. 
2. Studi Lapangan (Field research), yang dilakukan untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan tentang bagaimana sistem pengoperasional pegadaian jika 
ditinjau dari fatwa MUI No 25 tahun 2002. Untuk memperoleh data yang ada 
dilapangan, penulis menggunakan data sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 
pewancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi 
langsung ataupun menggunakan alat bantu komunikasi.43  
 
43A. Muri Yusuf, MetodePenelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan, 
EdisiPertama, hal. 372.  
Alat-alat yang digunakan dalam wawancara adalah buku catatan, pulpen, 
laptop, tape recorder dan kamera. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan 
mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana semuanya telah 
digunakan setelah mendapatkan izin dari sumber data.  
b. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar 
fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar 
data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan 
sebagainya.  
c. Metode Pengamatan (observasi) 
 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 
data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 
berlangsung.44 
E. Instrument Pengumpulan Data  
Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti menggunakan alat bantu 
yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang 
diinginkan. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan antara lain: 
1. Penulis sebagai objek pertama dalam melakukan penelitian.  
 
44Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers,2017), h. 212.   
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
3. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
5. Perekam suara yaitu alat yang akan penulis gunakan untuk merekam 
percakapan saat melakukan wawancara sehingga informasi yang diberikan 
oleh informan menjadi lebih akurat dan objektif.  
F. Teknik Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 
yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai dan belum cukup memuaskan, 
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu atau setelah 
mendapatkan data yang dianggap kredibel.45  
Aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yang mana tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajia 
data dan penarikan kesimpulan.  
 
45Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), (Bandung: ALFABETA, 2016), 
h.334.   
1) Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
2) Reduksi Data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya.  
3) Penyajian Data (Data Display) 
Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam 
penelitian deskripsi kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan 
begitu, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan teknik selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 
tersebut. 
4) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah merupakan temuan baru 
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih diragukan 
sehingga dapat menjadi jelas.46 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu 
yang diperiksa adalah keabsahan datanya.47 Untuk menguji kredibilitas data 
penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton ada tiga macam 
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yakni sebagai 
berikut: 
1. Triangulasi Data  
 Triangulasi data yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus 
menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil 
observasi atau dengan mewancarai lebih dari 1 subjek yang dianggap memiliki sudut 
pandang yang berbeda.  
2. Triangulasi Teori  
 Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk 
memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian 
ini, berbagai teori telah dijelaskan pada tinjauan pustaka untuk dipergunakan dan 
menguji terkumpulnya data. 
 
 
46Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), h.336.   
47Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012),  h.87 
3. Triangulasi Metode  
 Triangulasi metode yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti 
suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, 
peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada 
saat wawancara yang dilakukan.48 
Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, 
triangulasi teori dan triangulasi metode. Pada triangulasi data, peneliti akan 
mengumpulkan hasil wawancara dimana informan berasal dari penaksir dan nasabah. 
Sedangkan pada triangulasi teori, peneliti meneliti mekanisme praktik gadai emas dan 
relevansinya dengan ekonomi syariah dalam hal ini berlandaskan secara fatwa MUI 









48Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), h.338.   
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian  
 
1. Sejarah singkat PT. Pegadaian (Persero) 
Sejarah pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van 
Leening sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem 
gadai pada tahun 174649.Berlanjut pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil 
alih dan membubarkan Bank Van Leening, serta masyarakat diberi keleluasaan 
mendirikan usaha pegadaian.50 
Pada tanggal 1 April 1901 Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai 
pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala 
pegadaian negeri pertama.Selanjutnya pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga 
resmi “JAWATAN”.Namun pada tahun 1961 bentuk badan hukum “JAWATAN” 
berubah ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(perpu) No. 19 Tahun 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 
Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” dan pada tahun 
1990 kembali diperbaharui dari bentuk badan hukum “PERJAN” berubah ke 
“PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang 
diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 sampai pada tahun 
 
49https://webcache.googlesercontent.com/search?q=cache:GTtQr8ea4nMJ:https://www.pegad
aian.co.id/produk/rahn+&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id (diakses 07 September 2019).   
50Pegadaian, https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan#, diakses pada tanggal 27 
Mei 2019. 
2012 Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 
April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.  
Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis islam yang disebut dengan 
pegadaian islam atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya 
menggunakan metode mudarabah (bagi hasil).51 
2. Sejarah PT. Pegadaian Syariah  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tanggal 1 April 1990 dapat 
dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dilihat 
bahwa Peraturan Pemerintah No 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh 
pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 
103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian 
sampai sekarang. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem 
administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang 
diselaraskan dengan nilai islam. fungsi operasional pegadaian syariah itu sendiri 
dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah salah satunya yaitu kantor 
cabang Unit Pegadaian Syariah Sentral Makasssar. Unit ini merupakan unit bisnis 
mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai 
konvensional. Pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan 
namaCabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003, kemudian menyusul cabang 
 
51Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), h. 275-276.  
di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama 
hingga September. 
Pegadaian syariah merupakan solusi tepat untuk kebutuhan dana yang cepat 
yang sesuai dengan syariah, pegadaian merupakan salah satu lembaga BUMN, yang 
berarti memberikan pelayanan yang prima adalah tugas dan tujuan pegadaian sebagai 
instansi yang membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan bagi 
masyarakat. Dengan syarat mudah yaitu tidak perlu khawatir dengan langkah syarat 
pengajuan yang rumit serta layanan pegadaian telah diatur untuk mempermudah 
nasabah.Secara prosesnya yaitu aman, cepat dan mudah.Dilihat dari 
penyimpanannya, emas dijamin secara fisik, maksudnya pegadaian secara institusi 
yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan emas, pegadaian mampu menjamin 
tabungan setiap nasabah. Dalam hal pembayaran pun, nasabah diberikan pinjaman  
yang telah diperhitungkan dengan prinsip syariah. Serta pegadaian merupakan suatu 
lembaga resmi yang terpecaya.52 
3. Visi dan Misi Pegadaian  
Visi:  
“Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai 




52https://pegadaiansyariah.co.id  (diakses 07 September 2019). 
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Misi: 
a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku 
kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 
b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru 
untuk menambah proporsi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. 
c. Memberikan serviceexcellence dengan fokus nasabah melalui: 
1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital 
2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir 
3) Praktek manajemen risiko yang kokoh 
4) SDM yang professional berbudaya kinerja baik 
4. Budaya Perusahaan Pegadaian  
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan 
budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan 
oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa G-values yang terdiri dari: 
a. Integrity  
b. Professional 
c. Mutual trust  
d. Customer focus  
e. Socil value 
 
 
5. Produk Pegadaian Syariah  
Adapun beberapa produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah sentral 
makassar, antara lain:54 
a. Arrum Haji 
Arrum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan anda 
untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. 
Adapun keunggulan dari Arrum Haji, sebagai berikut: 
1. Memperoleh tabungan haji yang langsung depat digunakan untuk 
memperoleh nomor porsi haji 
2. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau 
3. Kepastian nomor porsi 
4. Jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas 
5. Emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian  
b. Multi Pembayaran  
Multi Pembayaran Online (MPO), melayani pembayaran berbagai tagihan seperti 
listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain 
sebagainya secara online.  
c. Konsiyasi Emas  
Konsiyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga 
menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan 
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dipegadaian.Keuntungan dan hasil penjualan emas batangan diberikan kepada 
nasabah. 
d. Tabungan Emas  
Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas 
titipan dengan harga yang terjangkau.Layanan ini memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk berinvestasi emas. 
e. Mulia  
Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai 
atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat 
menjadi alternative pilhan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa 
depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, 
memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.  
f. Arrum BPKB  
Pembiayaan arum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil 
untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan.Kendaraan tetap pada 
pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. 
g. Amanah  
Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip 
syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau 
mobil dengan cara angsuran. Keunggulan dari produk Amanah, antara lain: 
1. Uang muka terjangkau 
2. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap 
3. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan 
4. Transaksi sesuai prisip syariah yang adil dan menentramkan 
5. Prosedur pengajuan cepat dan mudah 
6. Layanan amanah tersedia diseluruh outlet pegadaian diseluruh Indonesia 
h. Rahn  
Pembiayaan rahn (gadai syariah) dari pegadaian syariah merupakan solusi tepat 
dalam kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah, prosesnya cepat hanya dalam waktu 
15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, 
elektronik, atau kendaraan bermotor. Adapun keunggukan dari produk rahn, antara 
lain: 
1. Pelayanan rahn tersedia di lebih dari 600 outlet pegadaian syariah di 
Indonesia 
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah 
3. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit 
4. Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 sampai miliar keatas 
5. Pinjaman berjangka waktu sampai 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-
kali 
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu’nah 
selama masa pinjaman 
7. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening 
8. Penerimaan marhun bih dalam bentuk tunai dan/atau transfer kerekening 
nasabah 
i. Rahn Tajlisy Tanah 
Rahn tajlisy tanah adalah fitur produk pegadaian syariah rahn yang jaminannya 
berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan 
pengusaha mikro. 
6. Struktur Organisasi  
 











Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian Syariah Sentral 
Makassar 
 Berikut merupakan uraian jabatan dan fungsi di Kantor Unit Pegadaian 
Syariah Sentral Makassar berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian: 
1. Pimpinan Cabang, berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, 
menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan 
keuangan usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin 




Pengelola Agunan Kasir 
1) Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor, berdasarkan acuan yang 
telah ditetapkan. 
2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta 
mengendalikan operasional usaha gadai, (berupa jaminan barang yang 
bermasalah, pengelolaan modal kerja, sistem praktik pembuatan laporan 
kegiatan, pemasaran dan pelayanan, ketertiban dan kebersihan kantor). 
3)  Dan, mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar 
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh kepala atasan. 
2. Manager Operasional, berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, 
melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan 
kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta 
pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai. Untuk 
menyelenggarakan fungsi tersebut Manager Operasional mempunyai tugas: 
1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 
kegiatan operasional usaha gadai. 
2) Menangani barang jaminan yang bermasalah (berupa taksiran, rusak, 
palsu, dan barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi 
kredit). 
3) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi 
keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan 
kegiatan operasional kantor cabang. 
4) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan 
pembayaran serta pengelolaan modal kerja. 
3. Pengelola/Penaksir, berfungsi sebagai pengelola dan menaksir barang (emas) 
yang akan digadaikan, untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah 
penaksir mengetahui nilai kualitas barang (emas) tersebut, kemudian barulah 
ditetapkan nilai taksir barang (emas) tersebut. Penaksir juga memiliki 
tanggung jawab besar yang sangat krusial bagi keagiatan operasional kantor 
cabang. Maju mundur nya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran 
yang dihasilkan oleh penaksir. 
4. Pengelola Agunan, berfungsi sebagai petugas gudang dan penyimpan barang 
jaminan. Dalam hal ini pengelola agunan memiliki tugas untuk melaksanakan 
penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran, serta pemeriksaan barang 
jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan 
keamanan serta keutuhan barng jaminan.  
5. Kasir, berfungsi sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam nasabah 
sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan. 
6. Penjaga/Satpam, berfungsi sebagai penjaga keamanan dilingkungan kantor 
pegadaian.  
Jika dilihat dari penerapan struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Sentral 
Makassar ini, maka struktur tersebut sudah memenuhi sesuai fungsi dan tujuannya. 
 
 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
1. Praktik gadai emas di PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah 
Sentral Makassar  
Gadai merupakan salah satu kegiatan yang paling diminati masyarakat hingga 
sekarang. Aktivitas gadai ini dapat dimaksudkan dalam kategori muamalah sempit 
yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan Allah yang 
wajib ditaati dan  tujuannya untuk mengatur hubungan dengan manusia dalam kaitan 
cara memperoleh dan mengembalikan harta benda dengan bentuk perjanjian atau 
perikatan yang sifatnya tertulis.55 
Muamalah merupakan bagian dari sistem ekonomi islam yang berhubungan 
dengan lembaga perekonomian saat ini, dimana suatu lembaga yang mempertahankan 
prinsip keislaman yang terkandung didalamnya, termasuk hal-hal yang masuk dalam 
kategori kemasyarakatan.Hal ini digambarkan dalam mekanisme peminjaman gadai 
emas dalam pegadaian syariah yang dilakukan oleh saudari ANB berdasarkan praktik 
langsung nya yaitu:  
“Awal masuk kantor pegadaian, saya diberikan kertas berisikan formulir data 
nasabah untuk diisi sebagai permohonan menggadai, selain selembaran 
formulir tersebut ada juga identitas yang dibutuhkan yakni berupa KTP/SIM. 
Setelah itu barang gadai diberikan kepada penaksir guna untuk ditaksir 
terlebih dahulu, setelah ditaksir maka penaksir menyebutkan jumlah nominal 
yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, setalah disetujui oleh nasabah maka 
diproseslah peminjaman tersebut didalam selembaran kertas yang dinamakan 
Surat Bukti Rahn”. 
 
 
55Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h.1-3.   
Dari prosedur peminjaman diatas, terdapat prosedur akad ijab qabul diantara 
pihak pegadaian dengan nasabah.Dalam jurnal Al-Iqtishad menjelaskan pendapat 
Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau mengemukakan adanya syarat-syarat yang harus ada 
dalam akad.Pertama, kedua belah pihak adalah pihak yang berwewenang dalam 
melakukan akad.Kedua, akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarat gadai.Ketiga, 
masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum akad yang telah 
mereka sepakati.56 
Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya menunjukkan sifat 
ridha antara pihak pegadaian dengan nasabah, ditunjukkan dengan sifat kesadaran 
saat menggadai, dengan pemenuhan syarat yang telah diajukan, yang relative mudah 
juga.Namun, dari pinjaman tersebut ada prinsip ekonomi yang tidak tergambarkan, 
yaitu dari segi transparansi atas semua pembiayaan terkait dengan jumlah total 
pinjaman yang diberikan. Hal ini ditinjau dari pemahaman yang terlihat., dan 
kurangnya ketelitian masyarkat dalam melihat, dimana pihak pegadaian hanya 
menyebutkan total jumlah pinjaman yang diboleh dipinjam. 
Dibuktikan dengan wawancara yang lakukan terhadap Ibu Wardah, beliau 
mengatakan: 
“Saya menggadai di Pegadaian Sentral itu sudah berlangsung sejak lama dan 
sudah sering, karena prosesnya sangat mudah dan tidak menyusahkan, karena 
hanya menyiapkan KTP dan emas saya sudah mendapatkan pinjaman uang, 
dan untuk persoalan jumlahnya, pegadaian sendiri yang menyebutkan ke saya 
 
56Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III 
No. 1 Januari 2011, h.25. 
total pinjaman yang bisa saya dapatkan, dan jika saya setuju atau ridha, maka 
langsung diproses ”.57 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wardah sebagai nasabah, faktor 
yang mempengaruhi Ibu Wardah dalam melakukan transaksi gadai ialah mudahnya 
persyaratan yang diajukan dan tidak menyulitkan.Hal ini sejalan dengan sistem yang 
telah ditetapkan oleh pegadaian syariah yaitu pembiayaan Rahn dalam pegadaian 
syariah adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. 
Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana nasabah yang diajukan 
bisa langsung cair. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa emas atau 
elektronik ke outlet pegadaian dan selanjutnya akan diproses dalam waktu 
singkat.58Dengan pernyataan tersebut, maka gadai dalam tinjauan Islam tergolong 
mudah dan tidak menyulitkan.Namun jika dilihat dari sisi ekonomi islamnya ada 
prinsip mengenai biaya-biaya yang tersembunyi yang tidak dijelaskan secara lisan 
oleh pihak pegadaian itu terbukti dari catatan yang tertera di Surat Bukti 
Rahn.Dimana ada pembeda antara marhun biih dengan jumlah yang tertera. 
Tanggapan perihal tersebut, Bapak Haeruddin selaku penaksir menjelaskan: 
“Mengenai jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang tertera di 
Surat Bukti Rahn memang berbeda, dengan penjelasan pegadaian memberikan 
pinjaman kepada nasabah itu tidak full 100%, melainkan ada potongan 98% 
dari jumlah taksiran. Dan penjabarannya ini tidak dapat dipublikasikan”.59 
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Hal ini menunjukkan adanya nilai yang tersembunyi yang dilakukan oleh 
pegadaian syariah.Namun, dengan adanya ketidakjelasan nilai ini, tidak menutup 
kemungkinan dengan minatnya nasabah dalam menggadai, ini didasari karena 
masyarakat lebih mengutamakan kebutuhannya tanpa melihat adanya kejanggalan. 
Selanjutnya, mekanisme pengembalian pinjamanrahn adalah sebagai berikut:  
“Perihal pengembalian pinjaman, nasabah diharuskan membawa kembali 
Surat Bukti Rahn dan identitas diri nya sebagai persyaratan untuk 
mendapatkan marhun kembali.Dan rahin terlebih dahulu harus melunasi 
semua kekurangan dari pinjaman yang masih ada dan ditambah biaya 
mu’nahyang per 10 hari tersebut.Kemudian marhun dikeluarkan oleh 
murtahin dan dikembalikan kepada pemiliknya (rahin)”.60 
 
Pada dasarnya pengembalian pinjaman dapat dilakukan kapan saja secara 
tunai ataupun berangsur-angsur dan tidak perlu menunggu sampai waktu jatuh tempo. 
Namun, yang biasa terjadi dimasyarakat seringnya nasabah mengundur untuk 
membayar angsuran, dikarenakan masih belum memiliki dana untuk menebusnya.  
Dan dalam Rahn ada yang dinamakan sebagai perjanjian pokok (perjanjian 
kredit) yang berarti apabila perjanjian kredit telah berakhir maka dengan secara 
otomatis perjanjian gadai pun berakhir juga.61 
Dari mekanisme peminjaman dan pengembalian gadai emas dapat 
disimpulkan bahwa aturan yang digunakan telah sesuai dengan prosedur gadai emas, 
namun belum sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam praktik yang telah dilakukan 
oleh nasabah, selain faktor tidak adanya kejelasan terhadap taksiran faktor 
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195.  
penghambat yang lainnya yaitu kurangnya pemahaman ekonomi islam yang dimiliki 
oleh pegawai, hal itu ditunjukkan pada saat nasabah bertanya seputar pembiayaan 
rahn. Selaras dengan wawancara dengan Bapak Ikrar, beliau mengatakan: 
“Dari segi SDM nya pegadaian syariah memang masih minim yang berlatar 
belakang ekonomi islam, kebanyakan dari lulusan dari berbagai jurusan. 
Itulah mengapa sampai sekarang masih ada pelatihan-pelatihan yang diadakan 
hanya untuk memperdalam kajian ekonomi islam dalam kegiatan gadai 
dipegadaian syariah ini”.62 
 
Dalam hal ini dapat terlihat banyaknya unit pegadaian yang telah beroperasi 
tidak dipungkiri bahwa ia telah mengetahui secara keseluruhan sistem didalamnya. 
Itulah mengapa pentingnya aspek SDM yang handal dalam sebuah lembaga 
keuangan.Hal ini didukung pada teori yang dikemukakan oleh M.T.E Hariandja 
beliau mengemukakan SDM dimaknai sebagai salah satu faktor penting dalam sebuah 
perusahaan selain faktor modal.Faktor SDM ini dianggap amat penting karena 
memerlukan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi 
maupun suatu perusahaan.63Pada intinya, berkembangnya sebuah perusahaan itu 
dapat pula dilihat dari segi kualitas pegawai didalamnya.Karena selain mampu 
menangani masalah taksiran barang gadai, dapat pula menangani masalah-masalah 
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2. Pandangan Ekonomi Islam terhadappraktik gadai emasdi PT Pegadaian 
Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar 
Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi 
merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan 
dengan kegiatan mendapatkan uang.64Para ulama syafi’iyah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai 
dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan 
miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan 
untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan 
penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.65 
Dan permasalahan ekonomi yang fundamental bersumber dari kenyataan 
bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadai, 
dimana kegiatan yang berfungsi untuk membantu atau memudahkan manusia dalam 
mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme cara yang tidak keluar dari ikatan 
ekonomi islam, hal ini perlu dibuktikan dalam kaitan ekonomi islam terhadap praktik 
yang dilakukan dengan berlandaskan fatwa MUI. 
Fatwa MUI No. 25 tentang rahnmemiliki 6 poin diantaranya:  
a. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua pinjaman telah 
dilunasi 
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Secara praktiknya, barang (marhun) yang telah diserahkan kepada murtahin 
tidak dapat diambil kembali oleh pihak rahin kecuali hutang nya dilunasi. Dari poin 
ini mengandung prinsip kepercayaan, dimana ada sikap saling percaya antara 
keduanya yaitu murtahin dan rahin. Konsep ini sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Singh dan Sirdesmukh yang mengatakan kepercayaan, dianggap 
sebagai dasar dalam membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Hal ini 
berkaitan dengan pihak rahin  percaya sepenuhnya kepada pihak murtahin terhadap 
marhun atau barang yang dititipkannya. 
Dalam arti rahin percaya bahwa barang yang digadaikan dapat dijaga dengan 
baik oleh murtahin, begitu pula murtahin percaya bahwa jumlah pinjaman dapat 
dikembalikan kembali oleh rahin dengan persetujuan diawal akad. Selain itu, 
Kehatian-hatian juga harus diterapkan oleh pihak murtahin agar tidak terjadi 
kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori 
yang dikemukakan oleh Singh dan Sindermukh, bahwa kepercayaan merupakan salah 
satu landasan dasar guna untuk memenuhi dan memelihara hubungan jangka panjang, 
berkaitan dengan penelitian terdahulu dalam jurnal Widya Febryari Anita tentang 
“Persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang karawang, 
dengan hasil penelitian dalam proses peminjaman yang diberikan secara mudah 
perlunya juga sikap hati-hati.66 
 
66Widya Febryari Anita, Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah 
cabang karawang, Jurnal Buana, Vol 3, No 1 (2018), h.64.  
Itulah mengapa sifat kepercayaan itu selalu harus ada, baik dari pihak 
pegadaian maupun dari pihak nasabah. Sebagaimana Q.S Al-Anfal (008)/27:67 
                         
Terjemahnya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. 
 
 Kandungan dari ayat tersebut ialah suatu kepercayaan merupakan suatu hal 
yang senantiasa harus dijaga, baik secara horizontal maupun vertikal, dalam arti 
menjada kepercayaan kepada Allah maupun kepada sesama manusia.   
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin 
Praktiknya di PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar menjelaskan bahwa 
pegadaian hanya bertugas untuk menyimpan dan memeliharanya saja tanpa 
mengambil manfaatnya. 
c. Hak biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajibanrahin 
  Secara lapangan dalam praktik menggadai sifat pemeliharaan dan 
penyimpanan tetap dibebankan kepada rahin itu dilakukan sebagai upah untuk 
 
67Departemen Agama RI. Mushaf An-Nazhif Edisi Terjemah Tajwid, (Solo: PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri, 2014),  h.195.  
murtahin selaku yang menjagamarhun.Di PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar 
murtahin tidak mengambil keuntungan selain dari biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan bersama bapak 
Haeruddin selaku penaksir: 
“Haknya pegadaian itu mendapatkan biaya pemeliharaan dan kewajibannya 
atas penjagaan barang rahin, jadi dari situlah pihak murtahin mendapatkan 
keuntungan, dari jasa pemeliharaan marhun tersebut, dan bagaimana cara 
menjaga nya itu adalah semua aset telah diasuransikan secaratidak langsung 
oleh pegadaian, penyimpanan barang berada ditempat yag aman atau di 
brangkaskan. Dan apabila ada terjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka, 
misalnya kebakaran.Maka, tetap digantikan”.68 
Pemeliharaan marhun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegadaian, jikalau 
juga ada kejadian atau musibah, maka biaya pengganti tetap berada di pegadaian. 
Dalam hal ini juga PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar telah menggandeng 
sebuah asuransi guna untuk mengasuransikan semuanya. Pihak PT. Pegadaian 
Syariah Unit Pegadaian Sentral Makassar menyatakan bahwa dalam produk gadai 
emas ini tidak mengambil manfaat dari marhun yang dijaminkan. 
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman  
 Dalam praktiknya sebelum ditentukan besar biaya pinjaman dan pemeliharaan 
yang tetapkan barang (marhun) tersebut perlu ditaksir terlebih dahulu, dan penaksir di 
PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar tidak memberikan biaya yang lebih besar 
 
68Wawancara dengan Bapak Haeruddin sebagai Penaksir, Selasa 08 Oktober 2019 . 
dibanding dengan besarnya jumlah pinjaman. Hal ini senada dengan wawancara oleh 
seorang penaksir: 
“Besarnya jumlah pijaman itu sendiri tergantung dari nilai marhun yang 
digadaikan, semakain besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah 
pinjaman yang diperoleh nasabah”.69 
 
Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas 
jangka waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan, dan 
metode pembayarannya yaitu boleh diangsur per 10 hari.Dari poin ini ada prinsip 
Adil yang diterapkan, dimana jumlah yang dibebankan sesuai dengan jumlah 
pinjaman.prinsip ini berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John 
Rawls, dalam prinsipnya ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar agar secara 
ekonomi tidak merampas hak dasar manusia.Adapun pendapat dari Ibu Wardah 
selaku nasabah, ia mengatakan: 
“untuk pinjaman yang pernah saya lakukan di pegadaian, kan pertama dia 
taksir dulu, terus dia menginformasikan berapa jumlah yang bisa kita pinjam 
sesuai dengan besar marhun”.70 
 
Hal ini prinsip ukhuwah telah tergambarkan dalam aktivitas gadai, dimana 
adanya lembaga pegadaian yang ingin membantu dengan sesamanya dalam hal saling 
mencukupi atas kebutuhan yang diperlukan. Adapun biaya administrasi tambahan 
yang harus dibayar dimuka oleh nasabah, dan PT. Pegadaian Syariah Sentral 
Makassar menetapkan biaya administrasi dalam beberapa golongan, diantaranya: 
 
 
69Wawancara dengan Bapak Haeruddin sebagai Penaksir, Selasa 08 Oktober 2019. 
70Wawancara dengan Ibu Wardah sebagai nasabah, Sabtu 09 November 2019. 
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Beberapa Golongan 
No Golongan Pinjaman Biaya Administrasi 
1 A Rp.50.000 - Rp.500.000 Rp. 2500 
2 B1 Rp. 550.000 - Rp. 1.000.000 Rp. 10.000 
3 B2 Rp. 1.050.000 - Rp. 2.500.000 Rp. 20.000 
4 B3 Rp. 2.550.000 - Rp. 5.000.000 Rp. 35.000 
5 C1 Rp. 5.100.000 - Rp. 10.000.000 Rp. 50.000 
6 C2 Rp. 10.100.000 - Rp. 15.000.000 Rp. 75.000 
7 C3 Rp. 15.100.000 - Rp. 20.000.000 Rp. 100.000 
8 D >Rp. 20.100.000 Rp. 125.000 
Sumber: Hasil Penelitian 
e. Penjualan marhun apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memperingati 
rahin untuk segera melunasi hutangnya dan apabila rahin tidak dapat 
melunasinya maka marhun akan dilelang. 
 Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang dan kelebihan hasil 
penjualan akan diberikan kepada rahin.Dalam praktiknya jika barang sudah jatuh 
tempo pihak pegadaian bertugas untuk mengkonfirmasi kembali atau mengingatkan 
kembali kepada nasabah untuk segera melunasinya, akan tetapi jika tidak ada respon 
balik dari pihak nasabah maka pegadaian mengambil jalan lelang guna untuk 
melunasi kekurangan dari pembiayaan pinjaman nasabah.  
 Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam merupakan salah satu jenis 
jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli 
saling menawar dengan suatu harga. Dan pihak penjual menentukan yang berhak 
membeli adalah pembeli yang mengajukan harga tertinggi. Jual beli lelang ini 
biasanya disebut dengan istilah ba’I al-muzzayyadah.71 
Diperbolehkannya Jual beli lelang syariah (muzayyadah) pula terkandung 
dalam sebuah hadist: 
ْلًسا َوَقَدًحا قَالَ  ُّ صلى هللا عليه وسلم حي  َمْن َيْشََتيْي َهَذا احليْلَس َوالَقَدَح فَ َقاَل َعْن أََنٍس رضي هللا عنه قَاَل ََبَع النَِّبي
ْنُه )رواه الَتمذي( ُّ َمْن يَزيْيُد فََأْعطَاُه ديْرََهَْْيي فَ بَاَعُهَما مي  الَرُجُل َأَخَذُُتَُما بيديْرَهٍم فَ َقاَل الّنِبي
Artinya:  
 “Dari Anas RA. Ia berkata, Rasulullah Saw. menjual sebuah pelana dan 
sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan 
mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga 
satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka 
diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua 
benda itu kepada laki-laki tadi”. (HR. Tirmidzi)72 
Sebelum lelang diadakan, pegadaian terlebih dahulu mengkonfirmasi kembali 
kepada nasabah yang bersangkutan guna untuk mengingatkan kembali dengan cara 
yaitu menelfon atau mengirimkan peringatan melalui SMS (send message short). Dan 
apabila barang yang dilelang sudah terjual, maka hasil penjualannya digunakan untuk 
melunasi pinjamannya terdahulu dan apabila masih ada kelebihan dari pelunasannya 
maka pegadaian mengembalikan kepada nasabah.  
Namun, hal lain yang pernah dialami oleh Ibu Wardah, ia menjelaskan bahwa:  
 
71Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian 
Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, Jurnal Intelektualita, Vol 5, Nomor 1, Juni 2016, h.48. 
72Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
2017), h. 192-193.  
“Pernah sewaktu saya menggadai dulu, ada barang saya yang dilelang tanpa 
sepengetahuan, tidak ada konfirmasi yang saya dapatkan, baik berupa telfon 
atau sms, dan saya mengetahuinya sewaktu saya ingin menebus”.73 
Aktivitas seperti inilah yang perlu diperhatikan kembali dan dapat dijadikan 
sebagai pembelajaran, perlunya ketelitian, dan menjadi perhatian khusus agar tidak 
terjadi kesalahan yang berulang. Pada umumnya, manusia pasti memiliki sifat khilaf 
dalam melakukan segala sesuatu. 
f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaikan dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) 
Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. UU No. 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase Pasal 1 ayat (1) arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. PT. Pegadaian Syariah 
Sentral Makassar dalam menangani kasus yang bermasalah atau jika terjadi 
perselisihan hal yang utama dilakukan yaitu dengan bermusyawarah secara 
kekeluargaan.  
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Haeruddin selaku penaksir: 
“Dalam penanganan kasus atau konflik, sikap yang pertama kali dilakukan 
adalah pendekatan kekeluargaan, maksudnya dilakukan musyawarah terlebih 
dahulu, dan jikalau masalah tersebut belum bisa diselesaikanmaka jalur 
terakhir yang harus diambil yaitu menyelesaikan melalui Badan Arbitrase 
 
73Wawancara dengan Ibu Wardah selaku nasabah pegadaian syariah, 9 November 2019. 
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan langkah terakhir dari 
penyelesaian masalah”.74 
Membahas tentang sengketa atau kasus, poin ke enam ini mengandung prinsip 
Ulul Amri (Kepemimpinan), dimana dalam sebuah lembaga pegadaian harus 
melibatkan pula Pemerintah didalamnya, jikalau pegadaian sudah tidak mampu untuk 
menanganinya maka dapat berkoordinasikan kepada pihak yang berwajib dengan 
diselesaikan secara nilai-nilai islam yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 
Al-Hujurat (49)/9:75 
                             
                                  
             
Terjemahnya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku 
adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.  
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaknya kita menghentikan 
pertikaian dengan menciptakan kedamaian. Dan kita hendaknya berlaku adil, agar 
tercipta suatu kedamaian dan tidak menimbulkan suatu masalah. Tidak menyakiti 
 
74Wawancara dengan Bapak Ikrar sebagai Penaksir, Senin 14 Oktober 2019. 
75Departemen Agama RI. Mushaf An-Nazhif Edisi Terjemah Tajwid, (Solo: PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri, 2014),  h.516.  
sesama dan adil merupakan perintah Allah SWT. dalam ayat tersebut juga dijelaskan 
adanya pihak ketiga untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat masalah agar 
tercipta suatu keselarasan dalam suatu kelompok.  
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan keseluruhan bahwa praktik yang 
ditinjau dari segi landasan fatwa telah sesuai dengan sesuai, namun dari segi prinsip 














A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat 
menarik kesimpulan antara lain:  
1. Pegadaian Syariah Sentral Makassar dalam menjalankan sistem praktik 
operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Meskipun, masih 
terdapat kejanggalan yang di rasakan oleh nasabah terkait dengan penjelasan 
taksiran dari pihak pegadaian, tetapi hal ini tidak menjadi persoalkan bagi 
nasabah, dikarenakan nasabah lebih mementingkan mendapatkan pinjaman 
yang cepat. Selain itu, permasalahan mekanisme praktik operasional di 
Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar, terletak pada perekturan 
pegawai yang tidak mempertimbangkan pendidikan dari lulusan yang terkait, 
melainkan dari segala jurusan. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan, 
apabila nasabah ingin mengetahui lebih jauh mengenai pembiayaan rahn 
pegadaiaan. 
2. Adapun pandangan ekonomi islam mengenai praktik gadai emas di pegadaian 
syariah cabang sentral, dalam hal ini Fatwa MUI No. 25 Tahun 2002 dengan 
praktik gadai emas sudah relevan. Walaupun masih terdapat permasalahan-
permasalahan di dalamnya.  
 
 
B. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis 
berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu antara lain: 
1. PT. Pegadaian diharapkan lebih terbuka perihal keterangan perhitungan 
taksiran, agar tidak terjadi kesalahfahaman ataupun segala macam dampak 
negatif yang timbulkan dikemudian waktu. 
2. Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan memiliki posisi yang penting 
guna untuk memajukan sebuah perusahaan, bagi pegadaian syariah sentral 
dalam hal ini, dari segi pengambilan pegawai baru baiknya mengedepankan 
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A. Karyawan pegadaian  
1. Sejak kapan praktik gadai emas mulai dijalankan? 
2. Bagaimana syarat dan ketentuan emas yang akan digadaikan? 
3. Bagaimana syarat dan ketentuan menjadi seorang rahin? 
4. Apa saja hak dan kewajiban murtahin terhadap emas yang digadaikan? 
5. Bagaimana pemeliharaam emas yang digadaikan? 
6. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan emas yang digadaikan 
yang harus dipenuhi oleh rahin? 
7. Bagaimana besar penentuan taksiran dalam gadai emas ?  
8. Bagaimana prosedur penjualan emas gadai yang sudah jatuh tempo? 
9. Apakah latar belakang pegawai berasal dari lulusan ekonomi syariah ?  
 
B. Nasabah Pegadaian  
1. Nama nasabah ? 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai persyaratan gadai ? 
3. Apa alasan Bapak/Ibu menggadai di pegadaian syariah ? 
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